
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERAT'URAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUU9 
BUKOTA JAKARTA 

NMOR 108 TAHUN 218 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KER.JA 
PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA, 

e. bahwa berdasurkan Undang-Undang Noror 23 'Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daera.h scbagamana telah beberapa 
kadi diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 
2015, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan pendatea 
dan pengebolaan data Jaminan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (I) Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, 
Pererinta Daerah berkewajiban melaksanakan identifikasi 
waga miskein scars periodike zelalui kegiatan pendataan dan 
penetapan warga miskin; 

c. bahwa dalam rangka pclaksanaan pendataan dan pengelolaan 
data Fakir Miskin sebagaimana diraksud dalarm huruf a, 
perlu dibentuk Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosiad; 

d. bahswa berdasarkan pertirbangan sebaugaimana diraksud 
dalam huruf a, huru b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dun 
Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial; 

Mengingat : I, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tetang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khsus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentacng Kesejahteran 
Sosial, 

Menimbang 



3 Lndang-Undang No@or 12 Ta.un 2011 tentamg embentuka 
eraturan eruodang-dagan, 

4, Udag Lndang Nono 13 Tun DO tetang Penanganan 
Fakir Miskin, 

5. Undang-Untasng Noor 23 Tuhun 2O4 tentag Pemerintahan 
Dacrah cbagaimaa telah beberape kali diubah terakhir 
dergan Undang Undang Noma Tahu 015; 

6. Peraturan Pemerintah Norr 39 Tahun 2012 tetang 
enyelenggaraan Kesejahteraan Soil 

Peraturan Perrintah Noor 18 Taunt 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

8. eruturan Menteri Dalam Negeri Namer 97 'Tun 2016 
tentag Perasgkat Daerah Poinsi Dacruh hhusus Ibukota 
Jakarta 

9, Peratura Daerah 2013 entang 
Kesejahteraan Sosinl, 

I0 Peraturan Daerah Nomo Tun 2016 
embentukan dan Susunan [erangkat Dacrah 
Darah Khuu Ibukota ha.kart 

tentang 
oinsi 

II Peruturan Gubernur Noor 20 Tahu 2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dimas Soil 

ME MUTUSKAN 

Menetapka PERATURAN GUIBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISAI 
DAN TATA KERIA PU'SAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN 
80SAL 

AH I 

KETENTUAN UMUM 

Pwsal I 

Datam Peraturan Cuberur inf yang dirk sud den8atn 

l Daerah adatah rovinsi Darah Khu«ts Ibkota Jakarta 

• Pemerintah Dae rah adaah Gubermur daen Peangkat Daer ah 
seaga unur Penyelenggaa emerintaha Daerah 

3. Guernur adala.h Kepada Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

4, Di m a s  Sosiad yang selanjuty disc.bu Dines adala.h Dias 
Sosial Provinsi Daerah Khasus Ibukota Jakarta 

$, Kepala Din.ass adala.h Kepala Dinas Sosia Provins.i Daer ah 
Khu Ibukola Jakarta 



6. Pusat Data dan nforrasi Jinan Sosial yang selaniutnya 
disebut Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Infornael 
Janan Sosin Dinas osial 

7.Kepala Pusdatin adala.h Kpala Pusat Data damn Inforast 
hanan Sosiad Dinas Sosol 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pp adath 
Peranglat Daerah Provinsi Darah Khusus tbukota hakart 

9. Unit crju Perangkat Daerah yang selnnjutnya disingkat 
UKPD Adah Unit Kerja tau Subordinut PD 

Io Peguwat Aparatur Sipil Negara adalah Pegawad Neyeri Sipil 
dan pegawa pemerintah dengnan perjanjiaan kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina epegawadan dan discrahi 
fgas dalam satu jabatn pererintathan at discrahi tugas 
negara ladnnya dan diguaji berdasarkan peraturan perudang 
undangan 

I. Pegawad Negeri Sipill adadah ware neara Indonesia yang 
memenu.hi syarat tertentu, diangkat sbaga pegawai Aparatur 
Sipil Negara sccara tetap olch pejabat pembina kepegawaan 
untuk menduduki jabatan pemerintahan 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adadah Wacre 
Negara Indonesia yang merenuhi syrut tertentu, yang 
diagkat berdasarkan perjanjian kerja ntuk jangkn wakt 
tertentu dalam tangka melakesanakan fgas peerintahan 

1. Fakir miskin adaah orang yang war ekadi Aida.k mempunyal 
sumer mata penoaharian dan/ta ten puma umber 
mata pencaharan tetapi tidal memnpunyad kerapt 
memenuhi kebutuhan dasar yang, yak bag kehid upan 
dirinya dan /at ketuargaya 

14, Orang Tidak Mapua aalah orang yang mempuyad sumber 
at.at pencahariaon, gaii dan/atau upch, yang hanya mamp 
mermenuhi kebutuhan dasar yang layck namun tidak amp 
membayar Iran bagi dirinya dan keluaray.a 

15, Buntan osad berupa tang yang terencans an 
programs.atn olch [emerintah Daera.h adalah batan sos1al 

berupa uang yang terencans darn diprorark.an delear 
Peraturan Gubernr 

A IH 

PEMBENTUKAN 

Pusad2 

Den@an Peraturan Gubermur ini dibentuk Pusdatin amos 



BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN UNOSI 

(1) Pusdatin Jarsos merupakan Unit Pelak.sane Tekenis Dinars 
dale peneolaan data dan sister informasi fakir tnisin (a 
orag Aila.k tarp 

() Psatin hamsos hipim pin oleh seorang Ke pala Pusdatin yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
epala Dina» 

asal 4 

(1) Pusdatin Jarsos mnempuyed tugs menyelenggaraka 
poupulan, peolathan, enyafiat data serta pengelolaan 
sister informast ft mis.kin dan orang tidak mam pu. 

(2) Untuk telaksauna.kan togas sebagamaa dimaksud pad 
ayat (lH, Pusatin Jamsos menyelenggarokan fungi 

et. penynan Dahan an pelaksanaan rencana strategI 
Dinos sesuat dengan ling/p gasnya; 

b. penyusunan reeana kerja dan anggaran dan pelaksanaan 
dokumen pelaksanaan angsaran Pusdatin Jams0s; 

e. penyusunan pedoman, tandar dan proscdur Pusdatin 
asos sad dengan higgkup +gany, 

d. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan pemeringkatan data 
faker miskin da orang tidak ramp; 

e. pelaksanaan pemutak hran data fakir Itkin lat orang 
tidake mamp, 

f pengelolaan sister informasl data fakir miskin da or 
ida.k narpu, 

g. pengolaha, penyiapan dan penyajian data fakir miskin dan 
orang tidal tarp 

h. pelakstan koordinal pemanfa.atan data fakir mis.kin da 

orang titake msrnpu, 

peyediaan data fakir mis.kin dan orang tidak mamp ealorn 
penerims banruan sosial erupa tang yang terencana dan 
diprogramkaan oleh Pemerintah Daer; 

pelaksanaan monitoring darn evadosi atpoat/ perkembagan 
elopok saaran program penanggulargan keris.kinan, 

k. pengelolaan epe«wain, keuangan dan barang Pusdatin 
Jaso, 

pengeloan ketattusaha.an an kerurathtanggaan Pusdatin 
Jams0s; 



m. pengelolaen kearsipan data dan forms Pusdatn 
Jams0s; 

• pelaksanan pengelulaan teknoo inforasi Pusdatin 
am.sos, 

o. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdatin damns 

p. pelaksaaan publikast kegiatan tan pengturan acaro 
Pusdatin de0, 

q. pelaporan dan petanggungiwa ban pelaksaran tugas dan 
fungsi Pusdatin Jaros; dan 

r. pelaporan dan pertanggungiawban pelaksaaan tugas dan 
fungsi Pusdatin Jamsos 

BAB IV 

ORA NISA 

Beula Kestu 

tsunan Organisasi 

[l) Susman organisasi Pu sdatin Jaros terdiri dart; 

«. Kepala Pu datin 

b. subbagiun Tata Usaha, 

e. Satan Pelaksaa engumpuan dun engolhan Data, 

d. Satun Pelakwaa Penlolaan Sistem Informasi; 

e. Satan Pelaksana Layanan dan /engaduan; dan 

f Subkelompok Jabatan Fung»ioad 

( Bagan Duran Gr o s i  udatin Jaarnsors s bagaimanae 
ercantum dalart Lapirun Peraturan Cabernur ini. 

Kepala Pusate 

at. tnemi pin da mengoordinasikan prelaksanaan tugs dan 
fungsi Pusdatin Jam sos; 

b. mengoordinasikan pelaksasnaa tgas Subbaan, Satan 
Pelaksana daa Subkelorpok Jabat.aen Fungion.al; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengu PD/U,PD 
dan/atau instasi pemerintahswost dadarn rangka 
pelaksaran tugas dan fungsi Pusdat.in Jamsos ,da 



l melaporka dan empertangaugiawabka pelaksaraan tugs 
dan fur.gs Pusdarint Jauss 

2) 

asal7 

Subbagla at Usha merupakan Sa.tac 
pelaksanaan administrasi usdatin ams0s 

Subbaugla.n Ta Usha dipirpin olch 
Subbagian yang berkedadukan di bwah 
jawah ke pada Kepala Pusdain 

Kerju Std dalam 

@orang Kepala 
dan bertanggung 

(3) Subbaan Tata Usaha mempunyai tugs 

• nenywtn baden dan melaksanakan rencana strategis 
Din.as sesual dengan ngkup tugassn ya, 

b, menyusu bathan renoaon kerja dan at%ran don 
melaksaakan dokumen pelaksaaan aaggr Pu.la tin 
Jaso 

e. mengoordinastkan penyustau rencana Strate'gis Dirt.as 
wuad dengun lingkup tugasnya; 

d. meogoordiikan rncaan kerja dan sgggaran usatin 
Jamsos scsuai denga iglap fgrye 

e. menyuun bah.an pcdoman, stadar an prosedur 
udatin Janus esa denan lingkup tttasonya, 

f mergoordinasikan penvusunan pedoman, tntar da 
prose«due Pusdatn roes 

melakssnake motoring, pengendahan clan vau 

pelaksanaan renea strateggi erta dokunen 
peak anasaan an#aran lusdatin ham0s, 

h, melaksaaka peelolacn kepegawaan, euangan da 
barang Puslat.in Jasoe; 

melaksanethan oegatan ketatausahauan an kerurah ten 
[satin Jan$08 

J melaksanakan pulikassi kegiatan dan pengturan acara 
Pusdatin asos, 

k. elaksanakan penyediaan, peatauahaan, pomeliharaan 
dan perawatan prasarans dan sarana kerja Pusdatin 
ansos 

I. melaksanakaen pengelolaan tcknologi informnssi Pusdatin 
has, 

r, mnelaksanal4an pengelolaan kearsipan data dean informasi 
Pusdatin arsos 



n. melaksarson generiaan, peatats.aha, Doctor an 
daan pelaporan pencrimaan retribsi Puslatin ha0sos, 

Tgoordinascan peyusunan Lapora keacan, kine)a 
lat keg@atan serta akutbilitas usdatin Jasos; 

p. melaporkan dar menpertanggngawabkan pelaksacnaa 
4gas Subbagiar. Tata Usaha 

Passed 

(I4 Safua pelaksacne Penurnpulan daan Pettolahan Data 
merupakan satuan kerja ini dalam pelaksanaan pendata 
verifikasi, pemeringkata dan perutakhiran data fakir riskin 
dan orang tidak mamp 

(2) Satuan elaksauna dipimpin oteh seorang Kepala Sat un 
etakan yang berkedudukan di bawah daan bertaggang 
jawab kepada epala Pusdatin 

(3] Kepala Satan Pelakana scbagaimana dimaksud pad 
ayat [) bukn jabatan struktural 

p4) Kepale Satan Pelakesana sebagmana dirksud pada 
ayat (a2 fingkat la diberhentikan oleh Kepda Dins at.as 
wsud Kepala Pusdatin 

(5) Satan Pelak wane Pe p p u l as  dan Pergolahan Dato 
tnempunya ugat 

a. menysun baban an melakatat.k.an rencact Lratcgi 
Dina ssuad den ingkup tgasnye, 

b menyusun bahan reneano kerja dan angsaran da 
melaksanakan dolmen peak saran at/ran Pusatin 
haft»w0, 

c. menyuun Dahan pomun, tandar lan proser teknis 
peladune.an pondataan, verifikasi, pemetingkatan du 
pomutakhiran data fakir miskin «dam orang oidak rnapu 

d melaksa.aka egiatan perdataran penduduk miskin 
dacrah; 

e. melaksaacan pendatan data fakir mis.kin dan orang 
tidak tap4 

f melaksanak.an verifikassi data fakir mskin da orang tidak 
mamp, 

g. mclaksanakan pemergkatan data fakir miskin dan orang 
tidak map; 

h, melaksunakan pemutakhira data fakir miskin tan or@ 
tidak marmpu; 

i. menerim pengauan sulan tertulis bantuan sos.ial berup 
an yang tcreneaa daunt diprogramkan oleh emerintab 

Daerah; 



j. evaluasi terhadap kelengkapan, keabs.aha dan kelayaka 
usula tcrtulis banta sosial berupa tang Yang terencans 
don iprogrekaan oich emerintah Daerah 

k. melaksanakan kerja ama, koordinas da kemitraan 
dengan Pp/Li,PD, ians pemerintah, swasta, atvara.kc.at 
damn /ata pemagku kepentinga lany a terkait dengan 
pendatan, verifkacsi pemeringkatar darn pemutakhira 
data pentuduk niskin daerah dan 

• melaporkan dan memper tang8ungawabk.an pelaksans 
tugas Satuan Pelak sauna Pergumpuan an Penolahan 
Data 

Satan Pelaksan Pereiolaan Sister [tormasl 

Pusal 

(I Satuan Pelaksana Pengelolean Sister Informs merupaka.n 
atuan Krys Lini dalam pelaksanaan pengelot«an sister 

inform«sf fakir tiskin dan orang tidak rupu 

) Satan Pelaksna dipimpin oleh scorn epala Siatuan 
Pelak.sane yeg berkeduhka ti bawah dan bertanggung 
jawah kepuda Kepala Pusdatin ams0 

(3) Kepala Satuan elean.a sebagamano dieaksud pad.a 
yat (2) bukan jabatan tr.ktural 

(4 kKepala Satua, petaken sebagama diraksud pada 
ayat (a2 diagkat dan diberhentikan oleh Kpala Dias atas 
ugl epala Pu«datin Jaros. 

(5] Satuan Pelaksa Penelolaan Sister [norm.as mempunyaid 
gas 

a. menyusu baha dan melaksans.an tenear strntegis 
Dines seat dengan ingkup tugasnya; 

b, menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan 
melaksanakan lokumen peloksata.on unguaren us4tie 

Jar0; 

, meysun baha pedomna, standar lan proscdur teknits 
Pusdatin amsos sewed dengan ling,kup Igasnya; 

d. memyus runcang bongun sistem informasi data fakir 
mis.kin dan orang tridak napu 

e. membangun, mengelola, dan mergernbagoon lsten 
nforrasi data fakir riskin dan orang tidak mampu 

f. melaksanakcan koordinast dengan Perangkat Daerah ya 
bertanggog jawab di bidang komunikasi, informatika 
dan statistik dalam mcrancang. membagun dn 

mengembacngan sstern informasi fakir mis.kin dau 0rang 
tidak mnampu, 



g. melaksanakan koordinasi dengan Peragkat Daerah, 
instansi Peterintah/swasts lain dadam mengelola 
mengintegrasikan dan mengembagkat sistem inform.as.i 
fakir miskin da orang tidak manpu, da 

h. melapork dan mempertatgungawabkcan pelakanstaan 
gas iatuan Pelakaa l'engelolaa Sistern Informasl 

Bagian Keenam 

Pusol IO 

Satuan Pelak.a LYanan dan Penggalean erupakan Satan 
Kerja Lini dalamn pelaksanaan penyiapan dan penyajian data 
fakir miskin dan orang tidak mamp serta penyedia.an data 
con penerima batan soil berupa ang yang terencans 
dan diprogrumkan oleh Pererintah Daer%ah 

Suttan ela/sane «hipipin oleh setag epala tsar 
etakswaca yang be eetudukn di bwah an bertaggung 
jawab kepad.a Kepula [usdatin Jaros 

(4 Kepile Satuan elossnu bagaimaea dinak.sud pada 
yat [a1 bukan abatan strukturul 

4) Kepala Saran elks.a sebagaire di=aksud pd 
yat [2) dianglat dan hiberhentikan oleh Kepla Dina.s at.as 

l epala Patin Janos 

(5) Sattan Pelesna Laya.nan dan Penaduan mnempuyad fga. 

a. menyusu bahan dun melaksaakn reneaa strategis 
Discs sesua dengan lingkup tugasnya 

b. menysdn baha rerear kra la anggaran dan 
mclaksanan dokuren pelaksaratatn au.ngara Puslatin 
Maun0; 

c. menyusun bahar. pecoman, statnlar dan prosedur teknis 
Psdatin damsos sesi denga ngkp tgrye; 

d. menyaikan data faker tiskin dan orang Aid mamp; 

e. mergolah dan menyiapkun data fakir uiskin dan orang 
tidal maamnpu dalam rangkat penetapan sasaran program 

penaggula.gas kemiskeinan daerah, 

f. mengoorinska pemanfatan data fakir miskin dan 
orang tita.k map dadamn program penangghatngan 
kemiskinan daerah, 

g. mongolah dan menyiapkan data fake.r tiskin an orang 
tidak mamp dalam rangka penguslan anggaran batun 
soil berupa an yang terenana da diproramkan oleh 
emerintah Daera 

(I 



h. mengolah, verifikasi da menviapka data fakir miskin dan 
orang tidak atr.pu dalam raga penetapan daftar 
penerire dan/ata pemvaduran bantuan sosial bereupa 
ag Yaog terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah 
Daerah 

melaksauna.kan kerja sama, koordinasi da kernitraa 
dengan pp'UKPD, instansi pemerintah, swat, 

ayarakat an ala pemangku kepentingan lainnya 
terkait dengan pelaksaraa pea/pan dan penyaan data 
fakir skin daon orang tidak mat pu; 

j. melayan, tenproses da eyelesaikan peogattn 
masyaraka 

k. monitoring dan cvaluas penggntan data data fakir 
miskin dan orang tida.k mampm daaam program 
penaggulagan kemiskinan darah, den 

l. melaporkan dan terpertanggugawabkasn pelaksanaan 
gs Satuan Pelaksana Layva.nan dan Pengahua 

Bagan Ketujuh 

ubkelompok dabatan FusionL 

Pasad 11 

I) usdatin damsons dapat mempyad Subkelonpok Jabatan 
unionad 

(2) Pei@bat Fungsiona bagaimana dimaksud pada ayat (H 
melaksakn tugas datum sunan organisasl struktural 
lusdatin taos 

Peal I2 

IH Dadam rangka mengembagkan profesi/keahlian/ korpetensi 
Pe]bat unsional, dibentuk Subkelompoke Jabutan 
ungsioal Pusdatin Jamsos sebagadi bgion dari Kelo pole 
Jabats fugionad Dir.as 

(24 Subkelompok Jabutan F'ugslonal seagaiman imake sud 
pada avat [1), dipimpin oleh orang Kera Subclompoke 
Jabatan Fungionad yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggng jawab kepuda Kepala Pust tin 

() Keta Subkelom pok Jabatan rungsionad sebagaimaa 
dimakesud pada aryat [), diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala Din.as atass usu! Kepala Pusdatin dari pejabat fungsionL 
yang berkompeten an erintegritas 

(4 Ketentuan leih Launjut engenai Jabatan Rungsiouad Puslate 
Jaros diatur dengan Peraturan (bermur scbaga bragian dari 
pengaturan Jabatan tgsional Dioas esuai dengan 
ketentuan peroruran perundang-dang.an 



BAB V 

TATA KERJA 

asal 13 

(I) Dalam melksanaka Aas da fungsinya Pusdatin Jaros 
berpdoma pnda etentuan peraturn prundang-udagun 

(2 Kepala Pusatin mergembangk.an koordinassi dan kerja waura 

dengan D/Upp, Instansi Pencrintah/swasta da 
macsyarua.ks. dalam rangka meningkat.kan kinerja dan 
merperlaear pclaksauna.an tugs dan fungi uslatin Jasos 

as 14 

Kepala Pusatin, Kepda Subbagian, pars Kepala Sutuan 
eluksana dan Ketua Subkelorpok Jabatan ungsionad 
mnchakcakan tgas masing-rosing cua dengan ketentau 
peraturan perundaan-undo.ngan 

sad IS 

(l Kepala Pusdatin, Kepala Subbaian, para Kepala Satan 
Pelak sun lan etua Siubkelompok abatan ugson.al pda 
Pusdatin Jamso emim pin, mengoordinstkan, member\ken 
birtbingan, memberikan petunyuk peloksanan IA#gas, 
membina d.an menilai kinerja bawahan masing-masing 

() Kepala Pusdatin, epala Subbaiun, para Kepala Satan 
elasacne, Ketus Subkelom pok Jab.atun Fung#ind sertu 
legawad pada Pu.sdatin Jamsos mengikuti dun memarpl 
perintah kednasan atasan rosing mnasing sestad dengue 
ketenran peraturan perundang unag 

las! 16 

Kepala Pusdin, Kepala Subbagian, para Kepala Sat tau 
Pelaksana dan Ketu Subkelompaoke abatau Fusiona pada 
Pusdatin haws mnengowast da uenndaikan pehksacnacaan 
gas bawaan masing-massing sorta mengambil langkah Lagkah 

yang diperlukan apatla meneukan adanya penyipanga 
dan/ata indikosd penyirpngaan 

Pasal 7 

l] epala Pusdatin, Kepala Subbagan, dan para Kepala Satuan 
elaksana, Ketua Subkelom poke Jabataan ugsionad dan 
Peguawa pada Pusdatin Jamsos, menyap«akaan la poran dacn 
endala pelaksaaan tugs kepada atasan rasing masing 
sesus dengau ketentuan peraturan perundag-undanga 

(2 At@an yang menerira Lapora sebagarana dimakud pale 
yat [l], menindaklanjuti dan menjadikan lapoan yang 
diterima sebagai bahan pengambilasn kcputusan sesuai dong.an 
kewenaan masing massing 



12 

Pasad 18 

(I) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
melahi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provins 

Daera.h Khusus Ibukota Jakarta melaksaakan pembinaan 
kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi 
birokras terhadap Pusdatin Jamsos sebagai bagian dari 
pembinaan elerbagaan, ketatalaksanan, pela pran dan 
reformasi birokras Dines. 

(2) Ketentuan lebih lanjut _mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat [. ) ,  diatur dengan Peraturan Gubernur 
AB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

ased I 

Ketentuan mengenai kepegawaian, keangu, aset, pelaporan den 
aluntabilitas serte pengawassn dilaksnakan sestai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pusal 20 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinyi, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota J~kart 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 0ktober 2018 

UBERNUR PROVINSI DAERAH KHU'SUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANTES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHU8US 
IUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 6242 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARI~T DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHI IS IBUK~TA JAKARTA, 

NA 

NIP1 1241994032003 



Lampiran Peraturan Gubernur Poinsi Daerah Khusus 
bukota Jakarta 

Nomor 108 TAHLJN 2018 
Tug.gal 16 0lktober 2018 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
PUSAT DATA DAN INORMASI JAMINAN SOSLAL 

UAN 
ANA 

N DAN 
DUAN 

KEPALA PUSDA'TIN 

I 

UBBAGAN 

TATA USAHA 

l.·-·-·-- ········--- ----·· 
.... _ _! 

KSANA SATUAN PELAK SANA 
SAT 

N DAN PENGELOLAAN 
PELAK 

N DATA ISTEM INPORMASI 
LAYANA 
PENGA 

·-·-· --- ·-····-· -· 

..... __ 

UB KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

' ' 
- 

ATUAN ELA 

PENOU MULA 

PEN(OLAMA 

·-- 

OUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUUS 
IUKOTA JAKARTA, 

ANIES BASWEDAN 


